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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, pertama: perubahan-perubahan 
yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau yang mengubah budaya hukum 
terhadap substansi hukum dan struktur kelembagaan masyarakat dalam 
nagari. Kedua, untuk melihat kemungkinan pengaruh yang mendominasi 
perkembangan hukum adat Minangkabau yang teraktualisasi pada saat sekarang 
ini. Ketiga, untuk mencari cara yang terbaik untuk mempertahankan budaya 
hukum Minangkabau dan melakukan revitalisasi agar hukum adat yang ada 
dapat disesuaikan dengan perkembangan kekinian. Sehingga menjadi pedoman 
pembangunan terhadap substansi hukum dan struktur pemerintahan dalam 
masyarakat adat Minangkabau ke depan yang lebih kondusif dan terakomodir 
secara sistematik dalam aturan yang lebih baku yang bernama undang-undang. 

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-yuridis dan sosio-empiris yang 
diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari beberapa 
informan dan nara sumber yang sengaja dipilih untuk kepentingan penelitian 
ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku bacaan yang berkaitan 
dengan hukum umum/hukum adat maupun penelitian-penelitian hukum/ 
adat yang sudah dilakukan beserta ensiklopedi dan kamus hukum. Ditambah 
dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan hasil 
dari putusan-putusan KAN dan PN. 


Hasil dari penelitian di atas menjelaskan bahwa pertama, perubahan 
budaya hukum yang komunal-religius menjadi individual-sekuler ditandai 
dengan kehidupan kekerabatan berganti dengan kepribadian, kepemilikan 
kolektif menjadi individual, kepemimpinan berstruktur adat menjadi 
kepemimpinan berstruktur aturan negara dan keputusan hukum yang 
dualisme dengan mengabaikan putusan perdamaian dari KAN adat kepada 
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putusan dari PN. Kedua, pengaturan pemerintahan nagari dilakukan dengan 
dikeluarkannya Perda Sumbar dan Perda Kabupaten sebab aturan yang datang 
dalam hukum adat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
karena tidak tertulis. Akibatnya keberadaan mamak/penghulu dapat digantikan 
dalam kedudukannya di nagari, peran ulama dan bundo kandung juga tidak 
terlihat kiprahnya dalam membangun nagari. Selanjutnya berkurangnya peran 
perempuan sebagai pemilik tanah pusaka yang digantikan dengan peran 
mamak. Ketiga, melalui pembenahan yang berlandaskan kepada aturan-aturan 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik melalui undang-undang, peraturan 
daerah maupun peraturan nagari harus diselaraskan dengan perubahan yang 
terjadi dalam budaya hukum masyarakat Minangkabau. Sebaiknya aturan 
negara yang ditetapkan menjaga keberadaan hukum adat dan masyarakat adat 
Minangkabau agar kelestarian dan kebudayaan dalam masyarakat adat di nagari 
dapat dipertahankan. 


Kata-kata kunci: komunal-religius, individual-sekuler, perubahan budaya 
hukum, masyarakat adat Minangkabau. 
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KATA PENGANTAR 


Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt., yang 
telah memberikan rahmat dan kesehatan kepada penulis untuk dapat 
menyelesaikan hasil karya ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis 
sampaikan kepada Baginda Rasulullah Saw., yang tidak pernah berputus asa 
membawa umatnya menuju jalan yang lurus dan benar. Penulis hanya sebagai 
seorang pemula yang melakukan penelitian terhadap hukum adat dan hukum 
negara di wilayah Sumatera Barat, yang merasakan beban yang sangat berat 
ketika memutuskan untuk membahas isu pengaruh budaya hukum masyarakat 
adat Minangkabau akibat interaksi hukum adat yang masih mentradisi 
dalam nagari dan hukum negara yang menjadi aturan dalam pembangunan 
pemerintahan nagari saat ini. Bidang ini sudah banyak pakar hukum yang 
membahasnya, sehingga penulis merasa tulisan ini hanya sebagian kecil karya 
yang ada di antara karya-karya besar para pakar hukum adat. Keterbatasan 
pengalaman dalam merasakan denyut nadi masyarakat hukum adat terhadap 
hukum negara merupakan hambatan tersendiri bagi penulis. 


Bekal itu saja tentu tidak cukup karena pengalaman dan pengetahuan 
penulis yang minim tidak bisa diandalkan. Penulis merasa bersyukur bisa 
berkenalan dengan para pembimbing dan penguji penulis di Program 
Pascasarjana S3 Fakultas Hukum UGM Yogya sehingga menghasilkan disertasi 
ini. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada para pihak yang telah 
terlibat langsung maupun tidak langsung kepada penulis, yang penulis tidak 
bisa menyebutkan satu persatu, hal terpenting bagi penulis bahwa mereka 
semua telah banyak membantu penulis baik tenaga maupun pikiran sehingga 
disertasi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tidak lupa pula ucapan 
terima kasih kepada para pihak lembaga pemerintahan Sumatera Barat, 
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tempat di mana penulis melakukan penelitian dan lembaga IAIN Imam Bonjol 
dan Fakultas Syariah khususnya, yang merupakan tempat penulis bekerja, 
yang mana telah banyak memfasilitasi semua kebutuhan penulis selama 
merampungkan disertasi ini sampai selesai. Semoga semua bantuan dan 
pertolongan yang telah diberikan ini akan dibalas semuanya oleh Allah, Swt. 


Penulis berharap naskah dari disertasi ini bisa menjadi bacaan dan referensi 
yang bermanfaat untuk melihat dampak perubahan budaya hukum dalam 
masyarakat adat Minangkabau yang komunal-religius ke individual sekuler. 
Perubahan yang membawa susunan masyarakat adat mengikuti konteks 
perundang-undangan negara di Indonesia. Penulisan karya ini sesungguhnya 
jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya, dikarenakan masih 
kurangnya penulis mencari dan menemukan tambahan data-data dokumentasi 
serta referensi buku-buku yang mungkin dapat melengkapi tulisan ini. Namun 
begitu, penulis akan terus berusaha sewaktu-waktu bila diperlukan untuk 
melengkapi dan menyempurnakannya. Maka dari itu penulis membuka diri 
untuk menerima kritikan dan masukan yang konstruktif dari para pembaca. 
Akhir kata atas perhatian semuanya, penulis ucapkan terima kasih banyak. 
Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. 


Padang, 30 Desember 2015 


Penulis, 


Yusnita Eva 
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PENDAHULUAN 


Pluralisme hukum menurut Gurvitch adalah ekspresi dari tatanan atau 
berbagai macam bentuk keselarasan yang terdapat di dalam “sosialitas' atas 
kehidupan kolektif.' Pluralisme hukum yang berlaku telah banyak menyita 
perhatian di antara para ahli hukum Indonesia sejak kemerdekaan. Suatu hal 
yang menarik adalah pendapat mengenai perincian hukum adat sebagai jenis 
hukum yang tidak lagi terikat kepada adat dan kebiasaan lama, melainkan 
suatu jenis hukum di Indonesia yang senantiasa menyesuaikan diri kepada 
tuntutan perkembangan masyarakat yang modern. Bagaimana pun juga tak 
dapat dihilangkan asosiasi orang tentang hukum adat ini dengan hukum asli 
bangsa Indonesia dan keaslian tersebut tidak dapat dilepaskan dari suatu 
susunan masyarakat yang masih berada di dalam tahap pra-modern. 


Hukum adat dalam tataran kehidupan merupakan hukum yang hidup 
(living law) dalam masyarakat yang juga mengalami perkembangan dan 
perubahan. Perubahan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara hukum 
yang berhubungan dengan variabel-variabel yang mengelilinginya, baik itu 
manusia, alam maupun lingkungan sekitarnya. Ini semua bisa disebabkan oleh 
karena hukum menjadi bagian dari konstruksi (artifisial) yang tidak lagi bersifat 
alami. Masyarakat tempat hukum itu ada dan bekerja tidak sepenuhnya ikut 
direkonstruksi, bahkan sebagian besar tetap menjalani kehidupannya secara 
alami.? 


Roger Cotterrel, 2014, Sosiologi Hukum, diterjemahkan oleh Narulita Yusron dari buku 
The Sociologi of Law: An Introduction), Nusa Media, Bandung, hlm. 56. 

2Satjipto Rahardjo, 2006, Hukum dalam Jagad Ketertiban, Cet.I, Uki Press, Jakarta, hlm. 
141-142. 
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Perubahan-perubahan itu dapat terjadi pada budaya hukum yaitu 
segala bentuk perilaku manusia yang memengaruhi atau yang berkaitan 
dengan masalah hukum,?' budaya hukum masyarakat tergantung kepada 
budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang 
pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan- 
kepentingan." Perubahan juga terjadi pada substansi hukum yaitu norma- 
norma yang mengatur dan bahan yang diaturnya,” dan juga berdampak pada 
struktur kelembagaan di dalam masyarakat baik mengenai kekuasaan maupun 
kewenangan. Menurut pandangan Lawrence Friedman yang mencoba untuk 
membuat suatu peta lengkap mengenai sistem hukum yang mengajukan tiga 
unsur sistem hukum, yaitu substansi, struktur dan kultur. Sebagaimana yang 
dinyatakan bahwa eksistensi alami yang dimiliki masyarakat tidak tergusur 
dan lenyap sama sekali disebabkan munculnya negara dan hukum modern. 
Pemahaman terhadap hukum atau suatu komunitas hukum secara lengkap 
sangat diperlukan. 


Faktor penyebab perubahan tersebut bisa juga terjadi dari astronomis- 
iklim dan geografis-kondisi alam serta watak bangsa yang bersangkutan. 
Selain dari itu, ada lagi faktor-faktor penting yang memengaruhi proses 
perkembangan hukum adat, yaitu: 

a. Magis dan animisme 
Alam pikiran mistis-magis serta pandangan hidup animistis-magis 
sesungguhnya dialami oleh tiap bangsa di dunia ini. 

b. Agama Pertama, Agama Hindu, agama ini pada lebih kurang abad ke-8 
dibawa oleh orang-orang India masuk ke Indonesia. Pengaruh terbesar 
agama ini terdapat di Bali meskipun pengaruh dalam hukum Adatnya 
sedikit sekali. Kedua, Agama Islam, pengaruh terbesar nyata sekali 
terlihat dalam hukum perkawinan, yaitu dalam cara melangsungkan dan 
memutuskan perkawinan dan juga dalam lembaga wakaf. Ketiga, Agama 
Kristen, di sini juga tampak dengan jelas bahwa di kalangan masyarakat 
yang sudah memeluk agama Kristen, hukum perkawinan Kristen diresepsi 
dalam hukum adatnya. 


3Hilman Hadikusuma, 2004, Pengantar Antropologi Hukum, Cet.II, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandar Lampung, hlm. 4. 

“Yulyanto, Mewujudkan Kepastian Hukum, http://www.kabarindonesia.com, 23 Desember 
2009. 

SSatjipto Rahardjo, 2009, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman- 
pengalaman di Indonesia, Cet.III, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 51. 

: , 2006, op.cit., hlm. 143. 
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c. Kekuasaan yang lebih tinggi daripada persekutuan hukum Adat. Kekuasaan 
itu adalah kekuasaan yang meliputi daerah-daerah yang lebih luas daripada 
wilayah satu persekutuan hukum, seperti misalnya kekuasaan raja-raja, 
kepala Kuria, Nagari dan lain sebagainya. 


d. Hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing, faktor ini sangat 
besar pengaruhnya. Hukum Adat yang semula sudah meliputi segala 
bidang kehidupan hukum, oleh kekuasaan asing-kekuasaan penjajahan 
Belanda menjadi terdesak sedemikian rupa hingga akhirnya praktis 
menjadi bidang Perdata material saja.” 


Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat di suatu negara 
merupakan gejala yang normal, apalagi setiap negara berkeinginan untuk 
melangkah terus maju menjadi sebuah negara yang lebih baik dan modern. 
Pengaruh modernisasi yang terjadi membuat tatanan hukum pun bisa bergerak 
maju. Senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Emeritus John 
Gilissen dan Frits Gorle dalam sebuah karyanya berjudul “Sejarah Hukum 
Suatu Pengantar”: bahwa tatanan hukum yang maju atau mapan dan matang 
mempunyai kesamaan bahwa meraka adalah tatanan-tatanan dunia sekuler, 
yang di dalamnya penyelenggaraan hukum berlandaskan jalan pikiran rasional, 
di mana hukum telah mencapai suatu derajat kompleksitas, abstraksi dan 
sistematisasi dengan akibat bahwa hal itu merupakan subjek studi ilmiah dan 
dilaksanakan oleh para spesialis yang khusus dididik untuk itu. 


Tatanan-tatanan hukum maju tersebut telah sepenuhnya tersekularisasi, 
artinya bahwa mereka dengan definitif telah melepaskan diri dari agama. 
Sekularisasi di sini mengandung arti bahwa hukum tidak lagi bertumpu 
pada wahyu ilahi, orakel-orakel atau takdir Tuhan, tetapi itu merupakan 
karya sebuah penguasa yang menempatkan diri secara mandiri dari penguasa 
keagamaan.” Hal ini bisa saja terjadi ketika perubahan-perubahan yang datang 
itu berupa perubahan secara revolusioner meliputi penggantian suatu tipe 
norma secara menyeluruh oleh yang lain dan merupakan penolakan terhadap 
polah tingkah laku yang lama, yaitu menyangkut nilai-nilai dasar masyarakat, 
bahwa perubahan dalam pola hubungan di antara anggota-anggota masyarakat 
atau perubahan dalam posisi-posisi yang ditempati individu atau kelompok 
dalam masyarakat yang berhubungan satu sama lain.'? 


7'http://mlatiffauzi.wordpress.com, 30 September 2007. 

#Emeritus John Gilissen, dkk, 2005, Sejarah Hukum Suatu Pengantar, Cet.I, Penyadur Freddy 
Tengker, Judul asli “Historische Inleiding tot het Recht, Kluwer Rechtwetenschappen-Anwerpent, Belgium 
1991, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 66. 

“Ibid, hlm. 66. 

10Satjipto Rahardjo, 2009, hlm. 39. 
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Perubahan dan perkembangan yang terjadi, baik dari segi hukum adat 
maupun dari sisi manusianya (dalam arti luas masyarakat) di mana hukum 
itu berada. Pernah juga dialami oleh hukum adat Minangkabau yang ada di 
Sumatera Barat yang memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem 
kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan keluarganya. 
Masyarakat Minangkabau meskipun menganut sistem matrilineal, sistem 
kekuasaannya tidak matriakat. Kekuasaan formal, baik secara tradisional 
maupun modern, tetap dipegang oleh laki-laki. Gambarannya, mamak menjadi 
pemimpin dalam wilayah rumah tangga saparuik (satu perut, satu ibu). Datuk 
menjadi pemimpin dalam wilayah kaumnya (satu nenek). Penghulu menjadi 
pemimpin suku (satu nenek moyang) dalam sebuah wilayah geneologis. Wali 
nagari pemegang kekuasaan formal di sebuah nagari." 


Kehidupan masyarakat Minangkabau tidak lepas dari sako dan pusako?, 
karena ini yang mencirikannya sebagai masyarakat yang memiliki sistem 
matrilineal. Apalagi bila kaitannya dengan harta pusaka, yang dianggap sebagai 
salah satu kriteria yang menentukan martabat seseorang dalam kehidupan 
nagari. Seseorang yang mempunyai tanah asal dianggap orang asli dalam 
nagari yang dianggap lebih berhak atas kebesaran-kebesaran dalam nagari. 
Penguasaan terhadap harta pusaka berada dalam tangan perempuan, sedangkan 
laki-laki berfungsi hanya mengorganisasikan pengolahan dan pelindung harta 
pusaka tersebut. Sako, baru diberikan kepada laki-laki karena sako merupakan 
gelar yang akan diberikan secara turun-temurun dari setiap keturunan anak- 
anak laki-laki dalam keluarga masyarakat adat Minangkabau. 


Perubahan juga mewarnai masyarakat hukum adat Minangkabau dengan 
masuknya agama Islam ke Minangkabau, yaitu sejak abad ke-7 sampai akhir 
abad ke-17, dilakukan melalui proses integrasi damai yang boleh juga disebut 
dengan istilah Islamisasi kultural. Islam diterima dalam masyarakat dengan 
tidak perlu membuang adat. Pengalaman yang interns dan kontemplatif tentang 
alam makro dan alam mikro yang menemukan bahwa alam itu mengandung 


"Lusi Herlina, dkk, 2002, Peran Bundo Kanduang Dilemahkan dalam Sistem Adat Minangkabau, 
Hasil Penelitian LP2M, Padang, http://kompas.com. 

12Sako ialah gelar kebesaran menurut adat dan akan diwariskan turun-temurun dalam 
pesukuan yang diberikan atau dipindahkan dari orang yang mati kepada orang yang hidup. 
Pusako ialah sesuatu yang berbentuk materil (harta), bisa berbentuk tanah dan bukan tanah 
(baju kebesaran, keris, kendaraan, hewan ternak dan lain-lain) yang akan diwariskan turun- 
temurun dalam pesukuan yang diberikan kepada generasi berikutnya. Lihat Amir Syarifuddin, 
1984, Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 
212-213. 

3Jbid, hlm. 213. 

WAmir. M.S, Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang, Jakarta: PT. Mutiara 
Sumber Widya, 2003, Cet.IV, hlm. 129. 
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suatu kodrat dan sifat-sifat yang laten dan dauriah, yang dapat dimanfaatkan 
atau ditanggulangi sesuai dengan manfaat yang dipetik atau mudharat yang 
ditolak daripadanya. Akhirnya, manusia Minangkabau sampai pada kesimpulan 
bahwa: “alam takambang jadi guru”, artinya alam dapat dipelajari, dipedomani, 
diatur dan dimanfaatkan, serta dalam batas-batas tertentu dikendalikan. 
Kedatangan agama Islam memperkokoh dan memperkuat ajaran tersebut, 
sehingga dalam waktu yang tidak begitu lama Islam diterima, lahirlah pepatah 
adat sebagai falsafah hidup masyarakatnya: Adat Basandi Syara', Syara' Basandi 
Kitabullah'.'$ Orang Minangkabau akhirnya hanya menganut agama tunggal, 
yaitu Islam, kalau agamanya bukan Islam, maka ia tidak mungkin orang 
Minangkabau. 


Kendatipun langka, nyaris sempurna dan jarang ada tandingannya. Sistem 
pengetahuan yang bertumpu pada ajaran “alam takambang jadi guru', telah 
menjadi alasan utama bagi pendidikan yang logis dan rasional, serta mendorong 
ke arah kehidupan yang serasi secara alami dan sadar lingkungan. Ketegasan 
teraktualisasi dalam dasar kehidupan orang Minangkabau yang hidup secara 
kebersamaan dalam kelompok yang bersendikan kepada adat dan agama. Semua 
urusan individu dengan sendirinya menjadi tanggung jawab kelompok. Hal 
ini berarti bahwa masyarakat adat Minangkabau tidak mengenal kebebasan 
mutlak kehidupan pribadi. 


Penerapan nilai kultural dan sendi-sendi adat Minangkabau ini mulai 
terganggu, ketika penerbitan Stbld. Nomor 48 Tahun 1938 tentang Inslandsche 
Gemeente Ordonantie Voor Buitengewesten (IGOB) oleh pemerintahan Belanda.'$ 
Adanya aturan ini Belanda mulai mencampuri penyelenggaraan nagari 
sesuai dengan keinginannya, yaitu dengan mengubah tatanan pemerintahan 
nagari agar mendukung pemerintahannya. Kerapatan Nagari dijadikan 
sebagai lembaga pemerintahan terendah dan membatasi anggotanya pada 
penghulu untuk diangkat menjadi Wali Nagari yang diakui pemerintahan 
Belanda. Pada masa ini kolonial Belanda secara kasat mata telah melakukan 
intervensi dan penetrasi nilai imperialisme yang sangat menekan dan tidak 
berperikemanusiaan, membuat struktur nagari dan gaya kepemimpinan Angku 
Palo (kepala nagari) bernuansa otoritarian. Adanya unsur keamanan nagari 
yang pro Belanda yang disebut dengan Upeh, yaitu mata-mata Belanda yang 
sangat ditakuti masyarakat sebagai pressure group dan sangat otoriter terhadap 


'5Faridah, http://www.idesa.net.my, 7 Maret 2007. 

''Dasman Lanin, Konservasi Nilai Kultural Adat Minangkabau Melalui Kebijakan Otonomi 
Nagari, Peneliti adalah Dosen Ilmu Sosial Politik UNP Padang, www.nilai-nilaihukum 
adatminangkabau.com, hlm. 3. 

“Nagari, http://id.wikipedia.org, 13 Maret 2008. 
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masyarakat nagari. Dengan demikian, nagari tidak murni lagi sebagai organisasi 
kultural dengan dimensi geneologis dan teritorial melainkan sudah menjadi 
perpanjangan tangan kekuasaan Belanda. 


Sistem nagari diubah setelah proklamasi kemerdekaan agar lebih sesuai 
dengan keadaan zaman, sampai akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan sistem nagari dihilangkan dengan 
alasan keseragaman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berimbas 
kepada mengatur bentuk dan pemerintahan desa. Selama ini di setiap nagari 
memiliki beberapa jorong dan pada akhirnya jorong ditingkatkan statusnya 
menjadi desa. Kedudukan Wali Nagari dihapus dan administrasi pemerintahan 
dijalankan oleh para Kepala Desa, secara tidak langsung keberadaan Lembaga 
Adat yang selama ini berada dalam suatu nagari mulai terkikis peranan dan 
fungsinya sehingga tidak sekuat dan sekokoh dulu dalam menyelesaikan semua 
permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau.'? 


Masyarakat Sumatera Barat merasa tidak nyaman dan menentang 
penyeragaman desa. Kritik terhadap model pemerintahan secara seragam sudah 
berlangsung lama. Banyak pemimpin adat menyatakan bahwa pemerintah 
lokal semestinya “kembali ke nagari”. Mereka menganggap sistem desa 
tidak berfungsi dengan baik, sistem desa itu sudah merusak adat, solidaritas 
penduduk nagari, menghancurkan kepemimpinan, dan mengikis kekuasaan 
para orang tua atas kaum muda.? 


Persoalan lain tak kalah kompleksnya adalah masalah tanah ulayat, 
pemerintah daerah melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerahnya 
membuat Perda Pemanfaatan Tanah Ulayat, dalam hal ini perempuan menjadi 
korban. Menurut Lany Verayanti dari Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan 
Masyarakat (LP2M), Raperda ini ditolak karena dalam penyusunannya tidak 
melibatkan kelompok dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) perempuan dan 
lembaga Bundo Kanduang yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Sumatera 
Barat tahun 1982 (yang merupakan lembaga bagi perlindungan hak-hak 
kaum perempuan, terutama bagi perlindungan kepentingan sosial, ekonomi 
dan budaya kaum ibu dan anak-anak Minangkabau).“' Perempuan Minang 
dalam kapasitas sebagai Bundo Kanduang sebenarnya memegang otoritas 
atas adat Minangkabau. Bundo Kanduang merupakan konsepsi ideologis 
yang paling dasar yang dimiliki masyarakat Minangkabau dalam melihat 
dan merumuskan peranan dan kedudukan politik perempuan Minangkabau. 


8Dasman Lanin, loc.cit. 

'9Nagari, http://id.wikipedia.org, 13 Maret 2008. 
20Tbid. 

21Lusi Herlina, op.cit., hlm. 2. 
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Persoalannya sekarang, tanah ulayat juga persoalan perempuan. Tanah ulayat 
adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun kepada keturunan perempuan. 
Sedangkan dalam Raperda (rancangan peraturan daerah) Tanah Ulayat tidak 
ada pengakuan terhadap peran serta perempuan dalam pengelolaan sumber 
daya alam sebagai pemilik hak (tanah) ulayat. Menurut Raperda, yang diakui 
sebagai pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris. Inilah 
contoh pergeseran nilai-nilai masyarakat hukum adat Minangkabau. Dikikisnya 
prinsip matrilineal yang berakibat pada terjadinya marjinalisasi/peminggiran 
hak perempuan sebagai pemilik hak ulayat. Raperda tersebut merusak 
sendi-sendi hukum adat dan berpihak kepada pemilik modal yang bertujuan 
mengambil alih hak ulayat masyarakat adat Minangkabau sekaligus merupakan 
praktik pemiskinan masyarakat adat yang akan mengakibatkan kerawanan 
sosial. Budaya matrilineal di Minangkabau selama ini mulai digeser dan 
diganti budaya patrilineal yang sama sekali tidak dikenal masyarakat Minang. 
Posisi perempuan sebagai pemilik sah ulayat menurut adat telah digeser oleh 
penguasaan kaum laki-laki. Menurut data dari Lany Verayanti, ada sekitar 
400.000 hektar tanah di Sumbar yang sudah dimiliki investor. Bila Raperda 
Pemanfaatan Tanah Ulayat ini lolos, tanah ulayat yang kini tinggal sekitar 
250.000 hektar terancam hilang.? Apalagi dengan generasi muda sekarang 
belum tentu mengetahui, mengerti, dan paham dengan nilai-nilai yang ada 
dalam hukum adat Minangkabau. Tambahan lagi dengan mentradisinya budaya 
Minangkabau sebagai masyarakat yang suka merantau (pergi bekerja ke daerah 
lain untuk memperbaiki nasib), tidak menutup kemungkinan mengurangi 
keberpihakan mereka terhadap hukum adat itu sendiri.? 


Pertentangan banyak terjadi dari kelompok swadaya masyarakat 
perempuan dan lembaga Bundo Kanduang, meskipun begitu akhirnya aturan 
tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya disahkan juga dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008, untuk diberlakukan 
di wilayah Sumatera Barat. Pada dasarnya tanah ulayat adalah tanah milik 
komunal yang tidak boleh dan tidak dapat didaftarkan atas nama satu atau 
beberapa pihak saja. Pemberian hak dan pengatasnamaan tanah ulayat kepada 
perorangan atau pemegang suku menyalahi hukum nasional dan hukum adat 
Minangkabau (lihat dalam Pasal 3 UUPA 1960 yang isinya tentang pengakuan 
terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sangat kuat sepanjang menurut 
kenyataan masih ada). Bukankah ini merupakan kekuatan hukum yang pasti 
untuk tetap mempertahankan hak ulayat atas tanah dalam suatu masyarakat 
adat. Kenyataannya peraturan tersebut tidak tegas sebab akan menimbulkan 


2Tbid. 
2Hukum Adat di Minangkabau, www.habibiecenter.or.id, 13 Agustus 2007. 
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penafsiran yang berbeda-beda, keberpihakan terhadap hukum positif (negara) 
memang harus dilaksanakan, walau terkadang aturan-aturan yang dibuat 
bertentangan dan berakibat terjadinya perubahan yang besar-besaran dalam 
tatanan susunan kepemilikan tanah ulayat nagari di dalam masyarakat adat 
Minangkabau. 


Nilai-nilai di atas ini nantinya yang akan menjadi cikal bakal kepemilikan 
harta pusaka dalam aturan hukum adat Minangkabau menjadi berubah. Pola 
kepemilikan secara komunal bahwa harta pusaka tinggi (tanah ulayat kaum/ 
tanah ulayat suku/tanah ulayat nagari) itu milik bersama, tetapi ketika 
muncul aturan-aturan negara mengenai pendaftaran tanah berdasarkan UUPA, 
kemudian disusul dengan aturan tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya akan 
menggeser kepemilikan harta pusaka tinggi menjadi harta pribadi/individu, 
bisa dengan jalan mengalihkan/memberikan harta tersebut (secara hibah) dan 
bisa juga secara diam-diam. Pergeseran juga terjadi dengan budaya merantau 
orang-orang Minangkabau yang tidak mau tahu dengan tanah pusaka yang 
mereka miliki. Ini akan berimbas kepada tanah yang tak bertuan. Otomatis 
tanah ini pada akhirnya juga akan menjadi kepemilikan secara individu. 


Babak baru mulai dicanangkan untuk menata kembali wilayah 
Sumatera Barat yang mulai dicanangkan, apalagi semakin kokohnya dengan 
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi 
daerah memberi peluang kembalinya otoritas daerah (masyarakat dan pranata 
sosial). Pemerintah mulai merekontruksi kembali daerah-daerah di Sumatera 
Barat dengan semboyan yang didengung-dengungkan “kembali ka nagari “ dan 
“kembali ka surau” dalam artian kembali ke adat istiadat Minangkabau dan 
kembali kepada ajaran Islam itu sendiri untuk mengupayakan pembangunan 
masyarakat Minang khususnya dan masyarakat Sumatera Barat pada umumnya. 
Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Sutoro Eko tentang nagari yang 
menyatakan bahwa setelah dikeluarkannya aturan tentang otonomi daerah, 
terjadi perubahan pada nagari, sebab nagari tidak memiliki kekuasaan 
berdasarkan otonomi yang sepenuhnya, melainkan dalam implikasinya nagari 
harus mengikuti regulasi yang dibuat oleh negara.“ Kajian lainnya yang 
dilakukan oleh Yasril Yunus juga menyatakan bahwa Undang-Undang Otonomi 
Daerah membawa tantangan yang berat bagi nagari karena potensi-potensi 
nagari sebagai hak ulayat yang mendukung nagari guna pelaksanaan otonomi 


24Sutoro Eko (Staf Peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) dan staf 
Pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa 
(STPMD) “APMD” Yogyakarta. IRE adalah sebuah LSM nonpartisan, nonprofit dan independen 
yang memusatkan perhatian pada penelitian-advokasi demokrasi, desentralisasi, masyarakat 
sipil dan good governance) meneliti tentang Desentralisasi dan Demokrasi Lokaldi Sumatera Barat. 
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daerah di Sumatera Barat tidak jelas posisinya dalam sistem hukum nasional. 
Tambahan lagi dengan kajian yang dilakukan oleh Bahri yang menyatakan 
bahwa pensertifikatan tanah ulayat/tanah adat menjadi permasalahan ketika 
akan diwariskan, menjadi hal yang rumit, mau mengikuti hukum negara atau 
hukum adat. Semua ini disebabkan belum adanya atau belum diputuskan 
berdasarkan kesepakatan antar kaum yang ada.” 


Keluarnya Undang-Undang Otonomi Daerah, kemudian dilanjutkan lagi 
dengan mengeluarkan aturan tentang Pemerintahan Nagari yaitu Peraturan 
Daerah Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000, digantikan dengan Peraturan Daerah 
Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 dan disusul dengan pengaplikasian melalui 
Peraturan Daerah Kabupaten di setiap nagari (sebab aturan yang berlaku 
dalam nagari tidak sama untuk nagari yang lain dengan istilah adat salingka 
nagari), ini semua merupakan imbas dari otonomi daerah di Sumatera Barat. 
Mulai merekonstruksi perubahan di nagari dari segi sistem pemerintahan 
(struktur nagari). Pengaturan tentang pemilihan wali nagari, siapa yang bisa 
menjadi wali nagari, sejak awal menjadi perdebatan. Kalangan dari “orang adat” 
menginginkan wali nagari seharusnya dipegang oleh ninik-mamak supaya bisa 
membangun kepemimpinan yang lebih kuat, tetapi bagi “orang nonadat”, wali 
nagari harus dipilih secara terbuka, tidak harus dibatasi pada ninik-mamak, 
agar pemerintahan nagari yang terbentuk bisa dikontrol oleh warga masyarakat. 


Perdebatan itu tidak terlalu seru. Perda Kabupaten tidak lagi menggunakan 
tradisi masa lampau, tetapi telah mengadopsi model modern (liberal) untuk 
penentuan wali nagari. Menurut aturan yang berlaku mengenai pemimpin 
yang ditunjuk untuk menjadi Wali Nagari tidak ditetapkan harus dipilih dari 
ninik mamak (penghulu kaum) karena anak kemenakan juga bisa menjadi 
wali nagari (siapa saja selama dia merupakan warga masyarakat Minangkabau) 
asal menurut Pasal 7 ayat 1 dipilih langsung oleh warga masyarakat Nagari, 
termasuk para perantau yang sedang berada di nagari, dibantu oleh Sekretaris 
dan Perangkat Nagari lainnya. Perda Kabupaten dan Peraturan Nagari 
menetapkan sejumlah kriteria yang seorang calon harus memenuhinya. Hal 
terpenting adalah bahwa dia (yang menjadi wali nagari) kompeten, mengetahui 
dan menghormati adat dan agama, netral dipandang dari segi politik dan tidak 
terlibat dalam kudeta komunis (G30SPKI) tahun 1965. 


2Yasril Yunus, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang (lihat 
Jurnal Vol. VL No. 1 September 2005 - Februari 2006) meneliti tentang Pemerintahan Nagari di 
Era Orde Baru Persepsi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Nagari dan Otoritas 
Tradisional Minangkabau dalam Kaitannya dengan Prospek Otonomi Daerah di Sumatera Barat. 

2Kurnia Warman, 2009, Pengaturan Sumber Agraria pada Era Desentralisasi Pemerintahan di 
Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam 
Kesatuan Hukum), Disertasi, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 30. 
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Bergantinya sistem pemilihan terhadap wali nagari, untuk membantu 
berjalannya pemerintahan nagari setelah otonomi daerah, otomatis lembaga 
yang selama ini bertugas menjaga kestabilan di dalam masyarakat, yaitu 
Kerapatan Adat Nagari dihidupkan kembali dalam menyelesaikan kasus-kasus 
anak negerinya yang berkisar antara sako dan pusako dan terkadangpun kasus 
yang seharusnya menjadi wewenang dari KAN (seperti tanah ulayat) bisa 
diselesaikan pula di pengadilan negeri. Ini juga diatur dalam Perda-Perda baik 
Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perda No. 6 Tahun 2008 Pasal 12 dan Pasal 
13, inipun juga terkesan memberi peluang orang-orang berperkara dengan 
mengambil opsi/pilihan hukum untuk berperkara. Terlihat adanya dualisme 
hukum yang terjadi, padahal kewenangan dan hak dalam menyelesaikan perkara 
adat yaitu sako dan pusako diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari. Adanya 
peraturan di atas mengakibatkan perubahan yang drastis, karena para pihak 
lebih suka menyelesaikan perkaranya berkisar tentang konflik tanah pusaka ke 
Pengadilan Negeri. Penyebabnya karena negara telah mengkondisikan lembaga 
adat yang keputusannya tidaklah kuat dan berdampak pada legitimasi yang 
lemah untuk dipatuhi para pihak, berbeda dengan putusan yang dijatuhkan 
oleh lembaga negara yaitu PN yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap 
dan kuat karena dilegitimasi oleh hukum negara sepaket dengan saksinya, serta 
harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara. Berdasarkan perubahan yang 
terjadi dalam suatu masyarakat adat Minangkabau di atas, semuanya itu tidak 
dapat dipungkiri. Apalagi kalau melihat perubahan yang terjadi tidak hanya 
memengaruhi budaya hukum setempat, tapi juga memengaruhi substansi 
hukum dan struktur pemerintahan dalam masyarakat adat Minangkabau secara 
luas, karena masuknya arus globalisasi dan modernisasi dalam masyarakat. 


Selama ini masyarakat Minangkabau memiliki aturan hidup (kebiasaan), 
yaitu “alam takambang jadi guru” dan diperkokoh menjadi lebih kuat oleh 
ajaran Islam, sehingga nilai-nilai yang diperpegang secara holistik (meliputi 
semua nilai-nilai yang ada, seperti nilai komunal, nilai filosofis dan nilai 
kemanusiaan) telah membentuk aturan-aturan hukum yang utuh dalam 
mengatur tatanan kehidupan masyarakat Minangkabau (yang disebut hukum 
adat). Pada akhirnya perubahan telah melunturkan nilai-nilai yang selama ini 
tercermin dalam norma, perilaku dan sikap masyarakat Minangkabau dalam 
nagari. Semua ini bisa terjadi karena pengaruh dari masyarakat itu sendiri 
(internal) dan yang berada di luar masyarakat adat Minangkabau tersebut 
(secara eksternal), karena hukum itu dependent (tergantung pada variabel- 
varibel yang mengelilinginya) karena secara terus-menerus perlu mengamati 
bagaimana hubungan hukum dengan alam (lingkungan) sekitarnya di mana 
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hukum itu berada.” Pengaruh yang datang dari luar bisa menyebabkan 
perubahan terhadap budaya hukum masyarakat Minangkabau itu sendiri 
yang kurang memfilter setiap pengaruh-pengaruh yang datang. 


Perubahan yang terjadi dalam tatanan budaya hukum Masyarakat adat 
Minangkabau, menjadi salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan yang 
semakin kompleks, dikarenakan mulai terlihat kesenjangan di dalam masyarakat. 
Terjadi pula beberapa aturan negara yang berbenturan dengan aturan hukum 
adat itu sendiri yang disebabkan berubahnya nilai, norma dan perilaku hukum 
masyarakat. Hal ini menjadi bahan acuan melakukan kajian terhadap kondisi 
perubahan hukum adat dalam masyarakat Minangkabau tersebut. Pada akhirnya 
dalam proses kajian berlangsung, berupaya menyumbangkan pemikiran 
bagaimana merealisasikan hukum adat dalam menyusun langkah-langkah 
nyata yang lebih progresif dan efektif, dilandasi rasa kebersamaan yang harus 
dikembalikan pada landasan emosional “membangkik batang tarandam”, 
mengembalikan kebesaran peranan orang Minangkabau untuk melestarikan 
nilai, norma dan perilaku hukum yang baik dari adat dan budayanya yang mulai 
terkikis oleh perubahan yang datang. Hal yang demikian tidak diperlukan 
konsep-konsep baru karena hanya mengupayakan bagaimana cara mengolah 
konsep-konsep lama yang masih valid yang disesuaikan dengan kondisi 
kekinian sehingga mampu menjadi motor pembangunan bagi masyarakat 
Minangkabau ke depan. Kajian ini merupakan kajian tentang hukum adat 
Minangkabau yang sudah tertanam dan mendarah-daging dalam setiap gerak, 
perilaku dan pola berpikir masyarakat di Sumatera Barat. Hukum tersebut 
lahir dari sebuah tradisi, tradisi adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok 
masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. 
Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik 
dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal bersifat 
gaib atau keagamaan. Tradisi mengatur bagaimana manusia berhubungan 
dengan manusia yang lain, atau satu kelompok manusia bertindak terhadap 
lingkungannya, dan bagaimana manusia berlaku dengan alam yang lain. Tradisi 
berkembang menjadi suatu sistem, memiliki pola-pola dan norma-norma yang 
sekaligus juga mengatur penggunaan sanksi dan ancaman terhadap pelanggaran 
dan penyimpangan.# Semakin luas, semakin berkembang suatu masyarakat 
tradisional, dalam arti bahwa masyarakat tradisional itu bersentuhan dengan 


2Satjipto Rahardjo, Makalah Seminar Perkembangan Ilmu Hukum Dewasa Ini, disampaikan 
dalam Kuliah Umum Program Pascasarjana Fakultas Hukum UGM tanggal 3 September 2007. 

2Mursal Esten, 1993, Minangkabau Tradisi dan Perubahan, Cet.X, Angkasa Raya, Padang, 
hlm. 11. 
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